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ABSTRAK 

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan 

yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan 

meliputi hak yang dijamin oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal HAM, namun pengaturan 

perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah 

tanpa dasar yang kuat dan komperehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat 

karena adanya kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data 

pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni 

apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu 

SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat.Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, 

pemerintah Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, 

serta mencegah terjadinya kejahatan dalam pengelolaan data pribadi dengan mengatasi akar masalah 

kejahatan tersebut. seharusnya pemerintah lebih bisa mengawasi tentang regulasi perlindungan data pribadi 

ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan data – data yang telah menyebar. dan menindaklanjuti pelaksanaan 

perlindungan tersebut, karena perlindungan data pribadi ini sangat penting tentu harus diperbaiki demi 

terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh 

karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. 

 

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan, Pemerintah, Undang – Undang, Hukum 

ABSTRACT 

The government does have the authority and legal basis to make people comply with the policies implemented 

by the Government. However, considering that the personal data that is required to be submitted includes 

rights guaranteed by the State and even in the Universal Declaration of Human Rights, further data protection 

and regulation arrangements are still unclear. So it is feared that government policies without a strong and 

comprehensive basis could harm people's human rights because the power used by the Government requires 

people to hand over their personal data. So from the explanation above, it can be seen that there are legal 

problems that occur, namely whether regulations regarding the protection of people's personal data in their 

obligation to register SIM cards provide appropriate protection. Personal data subjects also have the right to 

file a lawsuit and receive compensation for personal data processing violations committed against them. This 

law also encourages crime prevention by looking at the root causes of crime. 
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1. PENDAHULUAN  

Salah satu dampak negatif dari kem lajuan teknologi adalah kejahatan pencurian data pribadi. 

Pencurian data pribadi m lerupakan kejahatan yang sangat berbahaya, dim lana kejahatan ini m lerupakan 

awal dari kejahatan lainnya di dalam l dunia cyber. Kejahatan cyber juga m lerupakan sebuah kejahatan 

yang susah diungkap dikarenakan m ledia digital bersifat global atau luas. Sehingga m lem lbuat banyak 
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korban susah untuk m lelaporkan dan juga m lendapat hak-hak nya kem lbali, kerugian yang didapatkan 

oleh korban tidak hanya berbentuk uang atau kekayaan saja tetapi juga pelanggaran privasi. MLelihat 

perlindungan terhadap korban pencurian data di indonesia m lasih belum l m lem liliki Undang-Undang 

tersendiri atau khusus m lengenai perlindungan data pribadi,  mlem lbuat m lasyarakat susah untuk 

m lendapat perlindungan. karena kasus pencurian data m lenjadi m lasalah yang besar dan pelakunya juga 

susah untuk dapat dideteksi, sehingga hukum l internasional pun ikut m lem lbahas dan m lengatur struktur 

organisasi internasional salah satunya yang diatur yaitu perlindungan m lengenai data pribadi. 

Pem lerintah m lem lbuat peraturan perundang-undangan tentang m lengatur data pribadi pelrorangan atau 

UUD PDP (Undang – undang Pelrlindungan Data Pribadi) delngan sangat deltail untuk m lelnjaga 

kelrahasiaan individu,  banyaknya tindak keljahatan yang m lelnggunakan handphonel delngan kartu 

prabayar yang didaftarkan m lelnggunakan NIK (Nomlor Induk Kelpelndudukan) yang tidak sah telrselbut 

[1].  

MLaka di elra digital tellelkm lunikasi  selpelrti selkarang ini, data pribadi individu, sangat m ludah 

ditelm lukan di dunia m laya. E Lntah itu  selngaja diunggah olelh sang pelm lilik akun, m laupun yang 

disalahgunakan olelh oknum l tidak belrtanggung jawab. Olelh kare lna itu, Pelm lelrintah wajib m lellindungi 

data pribadi warga nelgaranya. Akan te ltapi, pelm lelrintah tidak bisa belkelrja selndiri. Selm lua pihak  harus 

turut belrtanggung jawab dalam l upaya pellindungan data pribadi m lasing – m lasing. Pelrtam la, telntu 

haruslah Pe lm lelrintah sellaku pelnyellelnggara nelgara [8]. MLaka, Pelm lelrintah belrsam la Delwan Pelrwakilan 

Rakyat (DPR) RI saat ini telngah m lelm lbahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pellindungan Data 

Pribadi (PDP) selbagai payung hukum lnya. MLelngingat pelntingnya kelbelradaan aturan ini, RUU PDP pun 

m lasuk dalam l daftar Program l Lelgislasi Nasional (Prolelgnas) Prioritas 2020 [11].  

Untuk m lelm lbantu kellancaran elfelktivitas pelnggunaan kartu SIML m laka dibutuhkan layanan dari 

pelnyeldia jasa tellelkom lunikasi yang belrtujuan untuk m lelnyeldiakan jaringan telle lkom lunikasi, yaitu suatu 

rangkaian pelrangkat tellelkom lunikasi dan kellelngkapannya yang digunakan dalam l belrtellelkom lunikasi 

selpelrti kartu Gsm l atau kartu pelrdana untuk sarana selbagai alat kom lunikasi. Selbagai pellaku usaha atau 

Pelnye llelngara jasa tellelkom lunikasi ini haruslah m lelm liliki intelrgritas dan kelm lam lpuan dalam l m lelm lbelrikan 

pellayanan yang m laksim lal kelpada pelngguna jasa atau dalam l hal ini diselbut pellanggan atau custom lelr 

jasa telle lkom lunikasi. Pelnyellelnggaraan jasa tellelkom lunikasi atau pellaku usaha Kontelr ini dibelrikan 

welwelnang olelh pelm lelrintah Indonelsia, untuk m lelm lbuka  ruang yang selluas-luasnya bagi pelnyellelnggara 

jasa tellelkom lunikasi baik itu kelpada pelrselorangan, kopelrasi, badan usaha m lilik daelrah, badan usaha 

m lilik nelgara, badan usaha swasta, instansi pelm lelrintah, m laupun instansi pelngam lanan nelgara untuk 

m lelm lbuka usaha pellayanan jasa tellelkom lunikasi sellam la itu tidak belrtelntangan delngan aturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku dan m lam lpu m lellaksanakan se lluruh kelwajibannya. 

MLaraknya kasus kelbocoran data pribadi di Indonelsia selm lakin m lelnelgaskan bahwa Indonelsia butuh 

selbuah payung hukum l yang sangat kuat, untuk m lellindungi hak m lelrelka telrselbut. MLasalah ini 

m lelrupakan pelrlunya pelrlindungan data pribadi ini m lelnjadi am lat stratelgis jika hak privasi selselorang 

dilanggar selpelrti pelncurian data pribadi, selpelrti NIK (Nam la Induk Kelpelndudukan) dan no KK (Kartu 

Kelluarga) selrta nam la lelngkap, alam lat, el-m lail, nomlor tellelpon, relkelning bank, bahkan sam lpai riwayat 

kelselhatan. Jika jum llahnya m lasif hingga ribuan bahkan jutaan orang, m laka dapat m lelngancam l 

kelam lanan nasional. MLaka delngan dihadirkan RUU PDP (Rancangan Undang – undang Pelrlindungan 

Data Pribadi) diharapkan dapat m lelm lbelri pelrlindungan sistelm l digital ellelktronik dari selrangan 

kelam lanan sibelr,agar m lasyarakat m lelndapatkan pelrlindungan data pribadi dalam l platform l digital [4]. 

Selcara um lum l, aturan untuk m lellindungi konsum leln diatur di dalam l UU No. 27 Tahun 2022 telntang 

Pelrlindungan Data Pribadi (UU Pelrlindungan Data Pribadi). Undang - undang telrselbut dibelrlakukan 

delngan tujuan untuk m lellindungi konsum leln delngan m lelncantum lkan hak dan kelwajiban konsum leln, 

pellaku bisnis selrta tanggung jawab pelm lelrintah. Nam lun sayangnya, keltelntuan di dalam l UU 

Pelrlindungan Data Pribadi yang dapat ditelrapkan adalah hak atas kelnyam lanan dan kelam lanan dalam l 

m lelngkom lsum lsi barang atau jasa, tidak ada pasal khusus di dalam l undang -undang ini yang belrtujuan 
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untuk m lellindungi data pribadi konsum leln selhingga m latelri di dalam l Undang Undang Pelrlindungan 

Konsum leln dinilai bellum l m lelngatur m lelngelnai m lelkanism lel telrselbut, jika telrjadi pellanggaran data pribadi 

[2]. Delngan tidak diaturnya deltail dalam l keltelnuan khusus untuk m lelrelgelstrasikan m lelngelnai seljauh 

m lana rincian batasan data yang dapat dim lanfaatkan atau tidak olelh pellaku usaha, m laka konsum leln 

dapat telrjelbak delngan telrm ls of usel dan tanpa sadar m lelm lbelrikan hak untuk m lelnggunakan dan 

m lelnyelbarkan data pribadi m lelre lka kelpada pihak keltiga. Parahnya lagi pellaku usaha selringkali tidak 

m lelm lbelrikan pilihan (option) bagi konsum leln untuk m lelm lilih seltuju atau tidak delngan deltail data 

telrtelntudan justru celndelrung m lelnelrbitkan disclaim lelr bahwa pihaknya tidak dapat dituntut atau 

tidakbelrtanggungjawab delngan alasan apapun. Lelbih lanjut, UU Pelrlindungan Konsum leln juga bellum l 

m lelngakom lodir kelrugian konsum leln dalam l halkelbocoran data [7]. 

Selhingga dari pelm laparan diatas dapat dikeltahui adanya pelrm lasalahan hukum l yang telrjadi yakni 

apakah relgulasi m lelngelnai pelrlindungan data pribadi mlasyarakat dalam l kelwajibannya m lelndaftarkan 

kartu SIML sudah m lelm lbelrikan pelrlindungan yang telpat [8]. Disadari atau tidak, delngan adanya 

tellelkm lunikasi elra digital, pelreldaran data m lelnjadi selm lakin tidak telrkontrol. pelrubahan pelm lanfaatan 

telknologi intelrnelt yang m lelncangkup selgala lini m lelngakibatkan pelm lilik data m lelnjadi kelhilangan 

kelndali atas kelrahasiaan data pribadinya [9] 

 
 
2. MLETODEL  
A. Pelndelkatan Pelnellitian 

Pelndelkatan dan pelne llitian ini yaitu m lelngandung pelndelkatan pelrundang undangan (Statute l 

Approach), pelndelkatan kasus dan pelndelkaan konselptual, belrikut pelnje llasannya : Pelndelkatan dan 

pelnellitian ini yaitu m lelngandung pelndelkatan pelrundang-undangan (Statutel Approach) dan pelndelkaan 

konselptual, belrikut pelnjellasannya : 

a) Pelndelkatan Pelrundang – Undangan (Statute l Approach); Dilakukan delngan m lelnellaah undang-

undang dan aturan yang belrhubungan delngan isu hukum l yang se ldang ditangani. Dan 

m lelnghubungkan antara suatu undang-undang delngan undang undang lainnya, untuk m lelncapai 

suaatu argum le lnt untuk m lelm lelcahkan isu yang dihadapi dan delngan m lelm laham li dari filosofi yang 

ada di bellakang undang-undang selrta dapat m lelnyim lpulkan antara undang undang delngan 

delngan isu yang seldang dilakukan pelnellitian [13]. 

b) Pelndelkatan Konselptual; belrasal dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang 

belrkelm lbang didalam l hukum l, m laka akan m lelnelm lukan idel-idel yang tim lbul dari pelngelrtian-

pelngelrtian hukum l, konselp-konselp hukum l dan asas – asas hukum l yang rellelvan delngan isu 

hukum l yang seldang dite lliti. Pelm lham lan ini agar m lelm lbangun suat argum lelntasi hukum l dalam l 

m lelm lelcahkan isu yang dihadapi [6]. 

c) Pelndelkatan Kasus; dilakukan delngan cara m lelnellaah kasus-kasus yang belrkaitan delngan isu yang 

dihadapi yang te llah m lelnjadi putusan yang tellah m lelm lpunyai kelkuatan hukum l yang teltap. 

 

B. MLeltodel Pelngum lpulan Bahan Hukum l 

Telknik pelngum lpulan data yang digunakan dalam l m lellakukan pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

1) Dalam l Pelnellitian Hukum l Norm latif dapat dilakukan delngan telknik pelngum lpulan data dalam l 

pelnellitian hukum l norm latif dilakukan delngan studi pustaka telrhadap bahan-bahan hukum l, 

2) Wawancara : Wawancara adalah m lellakukan tanya jawab selcara langsung antara pelnelliti 

delngan relspondeln atau narasum lbelr untuk m lelndapatkan inform lasi. Pada pelnellitian hukum l 

norm latif dapat dilakukan wawancara delngan narasum lbelr selbagai salah satu data 29 selkundelr. 
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3) Studi Dokum leln m lelrupakan pelngum lpulan data delngan cara m lelnggunakan dan m lelm lpellajari 

dokum lelntasi atau dokum leln yang belrupa arsip-arsip catatan, m laupun tabell, telm lpat yang 

dijadikan pelnellitian, dim lana delngan dokum leln yang ada akan m lelm lbelrikan gam lbaran yang 

telrkait delngan pelrm lasalahan yang akan ditelliti. 

C. Sum lbelr Bahan Hukum l 

Selbagaim lana jelnis pelnellitian yang digunakan adalah pelnellitian hukum l yuridis norm latif, mlaka 

sum lbelr data dan bahan hukum l[12] pelnellitian yang digunakan adalah selbagai belrikut : 

a) Sum lbelr data prim lelr yaitu Data yang dipelrolelh dari hasil wawancara delngan inform lan delngan 

pelrtanyaan-pelrtanyaan yang belrkaitan delngan judul dan pelrm lasalahan yang dibahas adapun 

yang m lelnjadi inform lal dalam l wawancara pelnellitian ini m lelliputi: ownelr kontelr Selm langat Celll 

yang belrnam la Bia, dan yang keldua karyawan di konte lr Selm langat Celll Kontelr Pakelt Fortuna 

Celll yaitu Sabrina. 

b) Bahan Hukum l Selkundelr Bahan yaitu bahan yang m lelm lbelrikan pelnjellasan m lelngelnai bahan 

hukum l prim lelr, hasil-dari pelnellitian atau hasil pelrtelm luan ilm liah, karya ilm liah dari para 

kalangan hukum l, bahkan dokum leln pribadi atau pelndapat dari kalangan pakar hukum l 

selpanjang re llelvan delngan objelk pelnellitian ini. 

c) Bahan Baku Telrsielr Bahan baku telrsielr yaitu bahan hukum l pelnunjang yang m lelm lbelri peltunjuk 

dan pelnjellasan, selpelrti kam lus hukum l, dan selbagainya yang selsuai dan belrkaitan delngan 

pelnellitian ini. 

D. MLeltodel Analisis Bahan Hukum l 

Langkah yang dilakukan dalam l kelgiatan analisis data pelnellitian ini yaitu dari data dan inform lasi 

yang dikum lpulkan dari hasil pelnellitian, dari wawancara kelm ludian dianalisis selcara delskriptif 

kualitatif, yaitu suatu m leltodel analisis data delngan cara m lelngellom lpokkan dan m lelnyelle lksi data yang 

dipelrolelh dari pelnellitian m lelnurut kualitas dan kelbelnarannya. Kelm ludian data telrselbut dihubungkan 

delngan te lori-telori dan pelraturan pelrundang-undangan yang dipelrolelh dari studi dokum leln, selhingga 

dipelrolelh jawaban atas pelrm lasalahan dalam l pelnellitian ini.Kelm ludian dipelrolelh hasil pelnellitian ini yang 

belrsifat delskriptif kualitatif. 
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3. HASIL DAN PELMLBAHASAN 

A. Akibat Hukum l Konsum le ln delngan kelbelradaan aturan relgistrasi yang belrlaku untuk kartu – kartu 

GSML telrselbut m lelnurut UUD No 27 Tahun 2022 Telntang Pelrlindungan Data Pribadi 

Studi pelndahuluan dalam l pelnellitian dan pelngelm lbangan ini, se lpelrti tellah dipaparkan pada Bab III, 

dilakukan delngan telknik wawancara dan studi Dokum leln m lelnunjukkan  bahwa Langkah relgistrasi 

prabayar kel kontelr Selm lnagat Celll, m lelndapat belragam l tanggapan. Bagi kalangan peldagang sellulelr dan 

opelrator, dikarelnakan m lelrelka diuntungkan. Opelrator bisa m lelndellelgasikan layanan relgistrasi kel kontelr, 

seldangkan peldagang se llulelr bisa m ludah m le llayani pellanggan, tak pelrlu harus kel gelrai opelrator, selpelrti 

aturan selbellum lnya. Di sisi lain, ada pihak yang m lelngkhawatirkan kelam lanan dari relgistrasi prabayar di 

kontelr. Selbagian pellanggan sellulelr m lelrasa khawatir delngan jam linan kelam lanan data m lelrelka. Dalam l 

putusannya pada 7 Novelm lbelr 2017, Komlinfo mlelngatakan kontelr pulsa dibelrikan welwelnang yang 

sam la delngan gelrai atau m litra opelrator untuk m lelrelgistrasi kartu pelrdana prabayar. Selharusnya waktu 

baru dibelli kartu itu dalam l kondisi kosong datanya nam lun saat kartu baru dibelli sudah ada data orang 

lain. Apabila ini digunakan olelh telroris  ini sangat belrbahaya. 

Delngan adanya undang –undang-No.27 Tahun2022 telntang pelrlindungan-data pribadi yang tellah 

disahkan pada 17 oktobelr 2022 yang belrasal dari pelrtim lbangan yang   (1)Undang –Undang Dasar 

Relpublik Indonelsia Tahun 1945,delngan jellas m lelnelgaskan bahwa seltiap warga nelgara tanpa te lrkelcuali 

m lelm lpunyai hak untuk m lellindungi dirinya selndiri, Kelluarganya, kelhorm latannya, m lartabatnya dan 

harta belnda yang dikuasainya. Hak atas data pribadi mlelrupakan hak m lilik yang m lellelkat pada seltiap 

individu selbagai subjelk data pribadi. Pelrlindungan data pribadi belrlaku bagi selm lua individu, baik 

warga nelgara Indonelsia m laupun orang Asing di Indonelsia, selhubung delngan selluruh pelm lroselsan data 

pribadi telrm lasuk pelngum lpulan, pelnggunaan, pelnyim lpanan, transm lisi, dan pelnghapusan.  

Delngan disahkannya UU pelrlindungan data pribadi diharapkan dapat m lellindungi hak-hak dasar dan 

kelbelbasan warga nelgara dalam l hal pelrlindungan data pribadi, m lelm lpelrkuat pelrlindungan hukum l 

telrhadap data individu, m lelnjam lin kelpastian hukum l jika telrjadi pellanggaran te lrhadap data pribadi , 

belbelrapa pelraturan selktoraln yang m lelngatur telrkait pelrlindungan data pribadi nam lun m lasih selcara 

elksplisit dan parsial Delngan dibelrlakukannya aturan relgistrasi untuk Kartu Pelrdana m lelnurut Undang-

Undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pelnduduk, ada belbelrapa akibat hukum l yang 

m luncul. Pelrtam la, seltiap pelngguna kartu SIML wajib m lelndaftarkan diri delngan m lelnggunakan data 

pribadi yang valid, selpelrti nom lor KTP dan Kartu Kelluarga. Keldua, pelnye ldia layanan tellelkom lunikasi 

belrkelwajiban untuk m lelnjaga kelrahasiaan dan kelam lanan data pribadi yang didaftarkan . Kalau ada 

selbuah toko kontelr yang m lelm lanipulasi data orang lain untuk m lelndaftarkan kartu pelrdana yang dijual, 

ada belbelrapa konselkue lnsi hukum l yang bisa m lelrelka hadapi. MLelnurut Undang-Undang Nomlor 27 

Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pelnduduk, tindakan m lanipulasi data pribadi tanpa izin adalah 

pellanggaran hukum l yang selrius. 

Hal ini telntunya m lelm lbuat pelraturan selktoral bellum l dapat selcara optim lal m lelm lbelrikan pelrlindungan 

hukum l dan kelpastian hukum l pelrlindungan data pribadi, Pellaku usaha Kontelr ini atau pelnyellelnggara 

sistelm l ellelktronik bisa m lelngum lpulkan data pribadi dari pellanggan atau calon pellanggan selcara luring 

atau daring, dim lana data digital dapat dipelrjual bellikan tanpa selpelngeltahuan dan selizin pelm lilik data 

atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pelm lbelrian, pelnyelrahan data pribadi digital), bisa juga telrjadi 

data pribadi yang telrkonelksi dibajak, dicuri (hack) olelh pihak keltiga.Delngan adanya pelnyalahgunaan 

data pribadi, m laka dapat telrlihat adanya kellelm lahan sistelm l, kurangnya pelngawasan, selhingga data 

pribadi dapat disalahgunakan dan m lelngakibatkan kelrugian bagi pelm lilik data telrselbut.Pelnyalahgunaan, 

pelncurian, pelnjualan data pribadi m lelrupakan suatu pellanggaran hukum l dalam l bidang telknologi 

inform lasi dan juga dapat dikate lgorikan selbagai pellanggaran atas hak asasi m lanusia, karelna data 

pribadi mlelrupakan bagian dari hak asasi m lanusia yang harus dilindungi.  
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B. Adapun Tata Cara dan Upaya Pelm lbelrian Ganti Rugi pada pellanggaran pelnyalahgunaan Ganti Rugi 

Adapun  tata cara  upaya  dan  pelm lbelrian  ganti  rugi  selbagai  upaya  pellaksanaan pelrlindungan 

konsum leln m lellalui sarana yang diseldiakan usaha (nonlitigasi) adalah Konsum leln yang m lelrasa dirugikan 

dapat m lellakukan com lplain m lellalui sarana yang   diseldiakan. Dari  belbelrapa   layanan   yang   

diseldiakan   pellaku   usaha,   yang dianggap dapat m lelm lbelrikan ganti rugi [7] dan m lelnyam lpaikan kelluh 

am lun pada faktanya sarana yang diseldiakan dan pellayanan yang baik telrselbut tidak m lelnjam lin 

selpelnuhnya m le lm lbelrikn kom lpelnsasi dang anti rugi kelpada konsum leln yang m lelrasa dirugikan atas 

pelm lakaian jasa kartu prabayar telrselbut. Karna konsum leln tidak kunjung  m lelndapatkan  kom lpelnsasi  

ataupun  pelngganti  rugian [10]  dari  pellaku  usaha ataupun solusi yang tidak saling m lelrugikan. 

Selpelrti halnya yang dialam li konsum leln yang tellah m lelndatangi CS, m lelrasa dirugikan akibat hilangnya 

jum llah nom linal pulsa tanpa   m lelnggunakan   panggilan   atau   layanan   lainnya,   dan   konsum le ln   

tidak m lelndapatkan ganti rugi telrhadap adanya konsum leln yang tidak dapatnya m lelnikm lati fitur-fitur  

layanan  yang  diseldiakan  padahal  transaksi  pelm lbellian  tellah  dilakukan selsuai  kelte lntuan  prom lo,  

delngan  kelrugian  yang  konsum leln  alam li  konsum leln  tidak m le lndapatkan ganti rugi dari pellaku usaha 

padahal je llas konsum leln dirugikan dalam l pelm lakaian  jasa  telrselbut. 

Korban yang datanya disalahgunakan olelh kontelr untuk relgistrasi kartu pelrdana m lelndapatkan 

pelrlindungan hukum l belrdasarkan Undang-Undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pe lrlindungan Data 

Pelnduduk dan pelraturan telrkait lainnya. Belrikut adalah belbelrapa belntuk pelrlindungan hukum l yang 

dibelrikan kelpada korban: 

1) Hak atas Ganti Rugi: Korban belrhak m lelngajukan gugatan pelrdata telrhadap kontelr yang 

m lelnyalahgunakan data pribadinya. Jika telrbukti bahwa data telrselbut digunakan tanpa izin, korban 

bisa m lelm linta ganti rugi atas kelrugian m latelriil m laupun im lm latelriil yang dialam li. 

2) Pelngaduan kel Otoritas Pelrlindungan Data: Korban dapat m lellaporkan tindakan pelnyalahgunaan data 

ini kel otoritas yang belrwelnang, selpelrti Kom lisi Pelrlindungan Data Pribadi (jika tellah telrbelntuk) atau 

instansi telrkait lainnya. Laporan ini bisa m lelm licu invelstigasi dan tindakan hukum l telrhadap kontelr 

telrselbut. 

3) Sanksi Pidana untuk Pellaku: Pellaku pelnyalahgunaan data pribadi, telrm lasuk pelm lilik atau karyawan 

kontelr, bisa dikelnakan sanksi pidana. Sanksi ini bisa belrupa delnda atau hukum lan pelnjara, 

telrgantung pada tingkat kelparahan pellanggaran. 

4) Pelm lulihan Data Pribadi:K orban juga m lelm liliki hak untuk m lelm linta agar data pribadinya yang 

disalahgunakan dihapus atau dihelntikan pelnggunaannya olelh kontelr yang belrsangkutan. 

5) Hak atas Inform lasi dan Kelbelratan: Korban belrhak m lelngeltahui bahwa data pribadinya tellah 

disalahgunakan dan m lelm liliki hak untuk m lelngajukan kelbelratan atau m lelnarik kelm lbali 

pelrseltujuannya atas pelnggunaan data telrselbut. 

Delngan adanya pelrlindungan ini, korban m lelm liliki jalur hukum l yang jellas untuk m lellindungi hak-

haknya dan m lelnuntut pelrtanggungjawaban dari pihak yang m lelnyalahgunakan data pribadinya. Dan 

pelnyellelnggaraan  jasa  te llelkom lunikasi [4],  hubungan  antara  pellaku  usaha  dalam l hal   ini   selbagai   

pelnyellelnggara   jasa   tellelkom lunikasi   baru   m lelm lpunyai   hak   dan kelwajiban  delngan  konsum le ln  

jika  konsum leln  tellah  m lelm lakai,  m lelngkonsum lsi  selrta m lelm lanfaatkan  jasa  tellelkom lunikasi  kartu  

prabayar  yang  telrseldia.  Kelm ludian  hak dan  kelwajiban  konsum leln  tellah  m lellaksanakan  

kelwajibannya  untuk  m lellakukan  relgistrasi  delngan pelngisian idelntitas pelm lakai kartu prabayar 

telrselbut. Disisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa konsum leln tidak selpelnuhnya diuntugkan olelh 

produk yang m lelrelka gunakan, karelna pada seltiap produk yang dipasarkan atau dieldarkan tidak 

selpelnuhnya m lelnguntungkan konsum leln. MLelngelnai hak dan kelwajiban telrselbut banyak telrjadi kelluhan - 
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kelluhan yang dirasakan olelh konsum leln pelngguna jasa kartu prabayar diselbabkan belrbagai al  selrta  

pelrm lasalahan  dalam l  m lasa  pelm lakaian  dan  mlasa  aktif  kartu  telrselbut,  yang Kelnyataannya di atas 

dapatlah dikeltahui bahwa pellaku usaha m lelm lpunyai kelwajiban 

C. Adanya  Oknum l  Pellaku  usaha  Countelr  Yang MLasih  MLellakukan  Relgistrasi MLelnggunakan Data 

Ilelgal 

Dalam l m lelnjam lin belrjalannya upaya pelrlindungan data pribadi konsum leln dalam l hal relgistrasi  

Sim lcard, telrnyata  m lasih  saja  telrdapat  belbelrapa  oknum l  pelnjual  kartu Sim lcard  yang  m lellakukan  

pelnjualan  kartu  sim lcard  m lelnggunakan  data  ile lgal.  Pihak  kosum le ln pun  m lasih  telrus  belrupaya  

untuk  m lellakukan  pellaporan  telrhadap oknum l yang sam lpai saat ini m lasih bellum l telrtangkap, karelna 

m lelnurut pihak konsum leln Dari   data   tabell   diatas   telrlihat   bahwa   3   Countelr   relspondeln   atau   

selkitar   77% m lelnyatakan    bahwa    m lellakukan    relgistrasi    Sim lcard    m lelnggunakan    data    asli 

pelngguna atau konsum leln, delngan m lelngikuti aturan yang tellah disam lpaikan dan diatur olelh  pellaku  

usaha,  seldangkan  2  countelr  re lspondeln  atau selkitar 23% mlelnyatakan m lasih m lelnggunakan data 

Ilelgal yang didapat dari selllelr kartu – kartu pelrdana  dalam l m lellakukan relgistrasi delngan   belralasan   

bahwa   selbagian   konsum leln   yang   m lelm linta   untuk   dilakukan relgistrasi tanpa m lelnggunakan data 

pribadi asli pelngguna.  

Dari  hasil  wawancara  pellaku usaha m lelngatakan  mlelm lang  beltul  m lasih  ada selbagian oknum l 

pelm lbellian kartu pelrdana yang m lasih m lelnjadi m lasalah hingga sam lpai saat ini, pihak providelr juga 

m lelnje llaskan bahwa sudah belrusaha selm laksim lal m lungkin dalam l  m lellakukan  pelrlindungan data  

pribadi  konsum leln  dan  m lelnghim lbau  kelpada para  pelngguna  untuk  m lellakukan  relgisrasi  Sim lcard  

m lelnggunakan  data  pribadi  asli pelngguna delm li kelnyam lanan pelngguna dalam l m lelnikm lati layanan 

barang atau  jasa yang dibelrikan pellaku usaha. Yang  m lelnjadi  kelndala  keltidak  faham lan  konsum le ln  

m lelngelnai  adanya  belntuk - belntuk sarana dan layanan yang diseldiakan pellaku usaha yaitu banyaknya 

konsum leln yang bellum l m lelngeltahui adanya belntuk-belntuk layanan konsum leln yang diseldiakan. 

Delngan kelbocoran data pribadi ini dapat m lelnghasut delngan m lelm lbahayakan orang lain dan Kalau 

hal selpelrti ini dibiarkan sangat belrbahaya. Delngan nom lelr ini pellaku dapat m lelnghasut ataupun 

m lelngaktifkan selsuatu hal yang m lelm lbahayakan orang lain. Selpelrti m lelngaktifkan bom l, bisa bisa juga 

m lelnggunakan handphonel. Dan bahayanya lagi akan sulit kelpolisian lakukan pellacakan. Pellaku kontelr 

pakelt ini m lelnjalankan pelkelrjaannya selndiri saja di kontelr m liliknya dan pelkelrjaan itu sudah 

ditelkuninya sellam la 1 tahun. MLellakukan pelkelrjaan delngan m lelm lbahayakan  dan m lelrugikan orang lain 

itu dilakoni pelm lilik kontelr telrselbut hanya delm li m lelncukupi keluntungan pribadi, m lellakukan keljahatan 

delngan m le lm lanipulasi data Nom lor Induk Kelpelndudukan (NIK) warga yang di gunakan untuk relgistrasi 

kel kartu sellulelr pelm lbelli dan data- data telrselbut didapat dari oknum l-oknum l yang tidak belrtanggung 

jawab yang m lelm lpelrjual bellikan data yang didapat dari m lasyarakat untuk keluntungan individu yang 

dijual kelpada kontelr-kontelr belsar m laupun kelcil atau salels kartu pelrdana. MLelngapa ini bisa telrjadi 

dikarelnakan kartu kelluarga dan NIK dalam l satu kartu pelrdana GSML hanya bisa dipakai 3 (tiga) kali 

pakai dalam l satu kartu gsm l telrselbut . selbelnarnya hal ini diselbabkan karelna Relgistrasi Sim lcard 

m lelrupakan urutan proseldur adm linistrasi yang wajib dilakukan olelh m lasyarakat belrupa pelncatatan atau 

pelndaftaran bagi pellanggan tellelkom lunikasi sellulelr (kartu prabayar), delngan m lelwajibkan pellanggan 

untuk m lelngirim lkan Nom lor Idelntitas Kelpelndudukan (NIK) selsuai el-KTP, dan nomlor Kartu Kelluarga 

(KK). Relgistrasi sim lcard  ini m lelnsinkronisasi data pelm lilik kartu delngan Nom lor Induk Kelpelndudukan 

di Kelm lelntelrian Dalam l Nelgelri. Relgistrasi ini m lelrupakan upaya pelm lelrintah dalam l m lelncelgah 

pelnyalahgunaan nom lor pellanggan telrutam la pellanggan prabayar selbagai kom litm le ln pelm lelrintah dalam l 

upaya m lelm lbelrikan pelrlindungan kelpada konsum leln selrta untuk kelpelntingan national singlel idelntity.  

Tujuan dari pelnellitian ini adalah untuk m lelngeltahui pelngaturan pelrlindungan data pribadi dalam l 

Undang-Undang Pelrlindungan Data Pribadi Nomlor 27 Tahun 2022. Kelbocoran data pribadi telrselbut 

selcara tidak langsung tellah m lelram lpas hak asasi m lanusia yang sangat m lelrugikan bagi sudut pandang 
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m lanusia. bahwa pelngaturan telntang kelbocoran data pribadi adalah Undang-Undang Pelrlindungan Data 

Pribadi Tahun 2022 No. 27 telntang pelrlindungan data pribadi. Akibat kelbocoran data pribadi telrselbut, 

pelngelndali belrtanggung jawab atas ganti rugi atas ganti rugi selsuai delngan Pasal 46 (1) Undang-

Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Pelrdata, yang m lelnyatakan bahwa siapa 

pun yang m lellakukan pelrbuatan m lellawan hukum l wajib m lelngganti kelrugian yang dise lbabkan olelh 

kelsalahannya. Dalam l hal ini, pelm lelrintah m lelm liliki pelran pelnting dalam l m lelm lantau kelam lanan inform lasi 

pribadi m lasyarakat. Sellain nelgara, m lasyarakat juga belrpelran pelnting dalam l pellaksanaan relgulasi 

telrkait pelrlindungan data pribadi [1]. 

Tujuan Pelm lbelrlakuan Relgistrasi Kartu Prabayar Pelm lelrintah m lellalui Kelm lelntelrian Kom lunikasi dan 

Inform latika m lelnghim lbau agar m lasyarakat tidak pelrlu khawatir delngan kelwajiban relgistrasi kartu 

prabayar. Dikutip dari lam lan MLeldia Indonelsia, Direlktur Jelndelral Pe lnyellelnggaraan Pos dan Informlatika 

Kelm lelntelrian Kom lunikasi dan Inform latika (Kelm lelnkom linfo), Ahm lad Ram lli, m lelngatakan bahwa 

program l relgistrasi kartu prabayar dim laksudkan untuk m lelm lbelrikan kelpastian, kelnyam lanan, dan 

kelam lanan kelpada m lasyarakat. Program l relgistrasi kartu prabayar ini tidak hanya dapat m lelm lbelrikan 

kelpastian, kelnyam lanan, dan kelam lanan kelpada m lasyarakat saja, program l re lgistrasi kartu prabayar 

diyakini juga dapat m lelningkatkan pelrlindungan telrhadap informlasi data pribadi, selrta kelam lanan dan 

kelnyam lanan bagi m lasyarakat. Karelna dalam l prosels relgistrasi, opelrator sellulelr (providelr) hanya dibelri 

hak akse ls m le lm lbuka dan m lelncocokkan Nom lor Induk Kelpelndudukan (NIK) delngan nomlor Kartu 

Kelluarga (KK) seltiap pelngguna atau pellanggannya.Pelm lilik kntelr telrselbut m lelnggunakan satu unit 

Handphonel Android rakitan yang di dalam lnya telrdapat nom lor KK dan KTP orang lain dan satu unit 

handphonel biasa untuk m lellakukan pelndaftaran atau relgistrasi kartu providelr. Salah satu m leltodel yang 

digunakan kontelr untuk m lelndapatkan data pribadi pellanggannya adalah pelm lindaian ganda. Seltellah 

m lelm lindai dokum leln idelntitas pellanggan untuk m lelndaftarkan kartu SIML yang ingin m lelrelka belli, dia 

akan m lelm lindai dokum leln itu lagi untuk m lelndaftarkan kartu SIML keldua tanpa selpelngeltahuan m lelrelka. 

Lalu kontelr telrse lbut kelm ludian akan m lelnyelrahkan hanya satu kartu SIML kelpada pellanggan dan 

m lelnyim lpan kartu SIML lainnya untuk dijual kelpada pelm lbelli yang tidak sah. MLeltodel lain yang 

digunakannya adalah delngan m lelnyim lpan kartu SIML yang tidak ingin dibelli olelh pellanggannya. 

Dibelrlakukan validasi data calon pellanggan dan pellanggan lam la belrdasarkan Nom lorInduk 

Kelpelndudukan (NIK) dan nom lor Kartu Kelluarga (KK) yang telrelkam l di databasel Dire lktorat Jelndelral 

Kelpelndudukan dan PelncatatanSipil (DitjelnDukcapil). Prosels relgistrasi dinyatakan belrhasil apabila data 

yang dim lasukkan olelh calon pellanggan dan pellanggan lam la prabayar telrvalidasi. Nam lun jika data 

yang dim lasukkan calon pellanggan lam la tidak dapat telrvalidasi m lelskipun te llah m lelm lasukkan data yang 

selsuaidelngan yang telrtelra pada el-KTP dan KK, m laka pellanggan wajb m lelngisi Surat Pelrnyataan 

(selsuai  lam lpiran pada Pelraturan MLelntelri ini). Surat inim lelnyatakan bahwa selluruh data yang 

disam lpaikan adalah belnar, selhingga calon pellanggan dan pellanggan lam la prabayar belrtanggung jawab 

atas selluruh akibat hukum l yang ditim lbulkan dan selcara belrkala m lellakukan relgistrasi ulang sam lpai 

belrhasil telrvalidasi. Seltellah prosels validasi, pelnyellelnggara jasa tellelkom lunikasi m lelngaktifkan nom lor 

pellanggan paling lam lbat 1x24 jam l. 

Relgistrasi yang dilakukan dikontelr telrselbut dilakukan langsung olelh calon pellanggan yang m lelm lbelli 

kartu pelrdana, selrta relgistrasi ulang bagi pellanggan lam la, dan dapat pula dilakukan olelh gelrai m lilik 

pelnyellelnggara jasa tellelkom lunikasi atau gelrai m lilik m litra.Dam lpak dari tidak dilakukannya relgistrasi 

selsuai keltelntuan ini adalah calon pellanggan tidak bisa m lelngaktifkan kartu pelrdana dan pelm lblokiran 

nom lor pellanggan selcara belrtahap. Keltelntuan baru ini m lulai belrlaku pada tanggal 31 Oktobelr 2017. 

Kelm lelntelrian Kom lunikasi dan Inform latika m lelm lbelrlakukan Relgistrasi Nom lor Kartu Prabayar 

m lelnggunakan Nom lor Induk Kelpelndudukan (NIK) dan nom lor Kartu Kelluarga (KK). Relgistrasi Nom lor 

Kartu Prabayar telrselbut antara lain relgistrasi nom lor baru dan relgistrasi nom lor lam la. Relgistrasi baru 

dan relgistrasi ulang selcara m landiri dilakukan delngan m lelngirim lkan selsuai delngan form lat SMLS 

Relgistrasi dan relgistrasi ulang yang ditelntukan olelh opelrator sellulelr. Seltiap SMLS relgistrasibaru dan 
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relgistrasi ulang akan dibelrikan jawaban atau konfirm lasi olelh opelrator sellulelrapakah SMLS 

relgistrasibaru dan relgistrasi ulang dinyatakan valid atau tidak valid. Cara relgistrasi kartu pelrdana 

dilakukan delngan m lelngirim lkan SMLS kel 4444 delngan form lat relgistrasi baru nom lor pelrdana pe lr 

opelrator selbagai belrikut:  

a) Indosat : NIK#Nomlor KK#  

b) Sm lartfre ln : NIK#Nomlor KK#  

c) Tri : NIK#Nomlor KK# 

d) XL:DAFTAR#NIK#Nomlor KK#  

e) Tellkom lsell : Relf<spasi>NIK#Nomlor KK# 

 

 

 

 

D. Pelrlindungan Hukum l yang ditelrim la korban dari toko kontelr untuk m lelm lpelrtanggungjawabkan atas 

tindakan m lelm lanipulasi data orang lain untuk kartu pelrdana 

Pelrlindungan Hukum l m lelrupakan gam lbaran dari belkelrjanya fungsi hukum l untuk m lelwujudkan 

tujuan-tujuan hukum l, yakni keladilan, kelm lanfaatan dan kelpastian hukum l. Pelrlindungan hukum l adalah 

suatu pelrlindungan yang dibelrikan kelpada subyelk hukum l selsuai delngan aturan hukum l, baik itu yang 

belrsifat prelvelntif (pelncelgahan) m laupun dalam l 51 belntuk yang belrsifat relprelsif (pelm laksaan), baik yang 

selcara telrtulis m laupun tidak telrtulis dalam l rangka m lelnelgakkan pelraturan hukum l. Dalam l kaitannya 

delngan pelrlindungan hukum l bagi rakyat, MLuchsin m lelm lbeldakan pelrlindungan hukum l m lelnjadi dua 

bagian, yaitu: Pelrtam la, Pelrlindungan Hukum l Prelvelntif Pelrlindungan yang dibelrikan olelh pelm lelrintah 

delngan tujuan untuk m lelncelgah selbellum l telrjadinya pellanggaran. Hal ini telrdapat dalam l pelraturan 

pelrundang-undangan delngan m laksud untuk m lelncelgah suatu pellanggaran se lrta m lelm lbelrikan ram lbu-

ram lbu atau batasanbatasan dalam l m le llakukan suatu kelwajiban. Keldua, Pelrlindungan Hukum l Relprelsif 

Pelrlindungan hukum l re lprelsif m lelrupakan pelrlindungan akhir belrupa sanksi selpelrti delnda, pelnjara, dan 

hukum lan tam lbahan yang dibelrikan apabila sudah telrjadi selngkelta atau tellah dilakukan suatu 

pellanggaran. 

Pelnye llelnggara jasa tellelkom lunikasi teltap belrkelwajiban untuk m lelnyim lpan data pellanggan atau 

pelngguna jasa tellelkom lunikasi telrselbut selsuai delngan keltelntuan Pasal 17 ayat (2) yang m lelnyatakan 

bahwa “Dalam l hal pellanggan sudah tidak aktif belrlangganan jasa tellelkom lunikasi, pelnyellelnggara jasa 

tellelkom lunikasi wajib m lelnyim lpan data pellanggan yang sudah tidak aktif dimlaksud paling seldikit 3 

(tiga) bulan telrhitung seljak tanggal keltidakaktifan pellanggan dim laksud”. Jika pelngguna sudah tidak 

lagi m lelnggunakan kartu telrselbut m lellelbihi jangka waktu pelnyim lpanan data pribadi yang tellah 
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ditelntukan m laka data konsum le ln ataupun pelngguna jasa tellelkom lunikasi yang sudah tidak dipelrgunakan 

atau dim lanfaatkan telrselbut dapat dihapuskan. 

Undang-Undang Nomlor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pribadi mlelm liliki kaitan elrat 

delngan telori pelrtanggungjawaban, yang m lelnelkankan pelntingnya individu atau elntitas yang m lellakukan 

tindakan belrtanggung jawab atas konselkuelnsi hukum l dari tindakan telrselbut. Belrikut adalah belbelrapa 

poin yang m lelnjellaskan kaitan antara UU ini delngan telori pelrtanggungjawaban: 

1. Pelrtanggungjawaban Pelngelndali dan Pelm lrosels Data 

Dalam l UU No. 27 Tahun 2022, pelngelndali data (data controllelr) dan pelm lrosels data (data 

procelssor) diwajibkan untuk m lelngellola data pribadi selsuai delngan prinsip-prinsip yang tellah 

diteltapkan, selpelrti kelabsahan, keladilan, transparansi, dan akuntabilitas. Telori pelrtanggungjawaban 

m lelnuntut bahwa jika pelngelndali atau pelm lrosels data m lellanggar kelwajiban ini m lisalnya, delngan 

m lellakukan pelnyalahgunaan data atau gagal m lellindungi data dari aksels tidak sah m lelrelka harus 

belrtanggung jawab selcara hukum l. Ini bisa belrupa sanksi adm linistratif, pidana, atau pelrdata. 

2. Pelrtanggungjawaban Telrhadap Pelm lilik Data* 

UU ini m lelm lbelrikan hak kelpada individu selbagai pelm lilik data pribadi untuk m lelngajukan tuntutan 

atau ganti rugi jika data m lelrelka disalahgunakan. Ini m lelncelrm linkan prinsip pelrtanggungjawaban dalam l 

hukum l, di m lana hak-hak individu dilindungi, dan pellanggaran te lrhadap hak telrselbut harus dipelrbaiki 

m lellalui m lelkanism lel hukum l. Pellaku pellanggaran harus belrtanggung jawab atas dam lpak nelgatif yang 

dialam li olelh pelm lilik data akibat pellanggaran telrselbut, baik m lellalui kom lpelnsasi finansial m laupun 

belntuk pelm lulihan lainnya. 

 

3. Kelwajiban untuk MLelncelgah Kelrugian  

Telori pelrtanggungjawaban juga m lelncakup kelwajiban untuk m lelngam lbil langkah-langkah 

pelncelgahan agar tidak telrjadi kelrugian. Dalam l kontelks UU Pelrlindungan Data Pribadi, ini belrarti 

pelngelndali data harus m lelne lrapkan langkah-langkah kelam lanan yang m lelm ladai untuk m lellindungi data 

pribadi dari kelbocoran, pelreltasan, atau pelnyalahgunaan. Jika telrjadi pellanggaran yang m lelrugikan 

pelm lilik data dan telrbukti bahwa pelngelndali data lalai dalam l m lelnelrapkan langkah-langkah pelncelgahan 

yang m lelm ladai, m laka pelngelndali data telrselbut dapat dimlintai pelrtanggungjawaban. 

E. Sanksi selbagai Belntuk Pelrtanggungjawaban 

UU ini m lelneltapkan belrbagai jelnis sanksi bagi pellanggaran pelrlindungan data pribadi, m lulai dari 

delnda adm linistratif hingga hukum lan pidana. Ini adalah belntuk konkrelt dari pelrtanggungjawaban 

hukum l, di m lana pellaku pellanggaran harus m lelnghadapi konselkuelnsi dari tindakan m lelrelka. Sanksi ini 

belrtujuan untuk m lelm lbelrikan elfelk jelra, m lelm lastikan bahwa se ltiap pellanggaran diakui dan ditindak 

selsuai delngan aturan hukuml yang belrlaku. 

F. Akuntabilitas dalaml Pelngellolaan Data 

UU Pelrlindungan Data Pribadi mlelnelkankan pelntingnya akuntabilitas dalaml seltiap tahapan 

pelngellolaan data pribadi. Pelngelndali data harus mlamlpu mlelnunjukkan bahwa mlelrelka tellah mlelmlatuhi 

kelwajiban hukuml mlelrelka, telrmlasuk mlellalui dokumlelntasi dan audit yang transparan. Akuntabilitas ini 

mlelrupakan bagian intelgral dari telori pelrtanggungjawaban, di mlana pihak yang belrwelnang harus dapat 

mlelmlpelrtanggungjawabkan tindakan mlelrelka, baik selcara prelvelntif mlaupun relaktif. 
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Selcara kelselluruhan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mlelnciptakan kelrangka kelrja hukuml yang 

kuat di mlana pihak-pihak yang telrlibat dalaml pelngellolaan data pribadi harus belrtanggung jawab atas 

seltiap tindakan mlelrelka yang belrkaitan delngan data pribadi. Telori pelrtanggungjawaban mlelnjadi dasar 

utamla yang mlelmlastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, dan seltiap pellanggaran telrhadap hak-hak 

telrselbut ditindak selsuai delngan hukuml. 

Undang-Undang Nomlor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pribadi, data pribadi 

didelfinisikan selbagai data telntang selselorang yang telridelntifikasi atau dapat diidelntifikasi selcara 

telrselndiri atau dikomlbinasikan delngan informlasi lainnya, baik selcara langsung mlaupun tidak 

langsung, mlellalui sistelml ellelktronik mlaupun non-ellelktronik. 

Data pribadi ini mlelncakup belrbagai informlasi, telrmlasuk namlun tidak telrbatas pada: 

-  Namla 

-  Nomlor KTP atau paspor 

-  Alamlat 

-  Nomlor tellelpon 

-  Alamlat elmlail 

-  Data biomleltrik (mlisalnya sidik jari, reltina mlata) 

-  Informlasi kelselhatan 

-  Informlasi finansial 

 

Olelh karelna itu selharusnya pellaku usaha Kontelr Selmlangat Celll ini harus mlelngeltahui beltapa 

pelntingnya data pribadi seltiap individu dan mlelngikuti pelrintah undang-undang yang dibuat olelh 

pelmlelrintah yang tellah dibuat karelna hal telrselbut mlelrupakan pelrintah dari konstitusi, yang mlelmlbelrikan 

kelwelnangan kelpada parlelmleln untuk mlelmlbuat undang-undang dan mlelmlelrintahkan rakyat untuk 

mlelmlatuhi undang-undang buatan parlelmleln telrselbut. Jadi, selgala aturan hukuml yang belrlaku bagi 

rakyat haruslah belrasal dari konstitusi. MLelmlbelrikan pelrlindungan telrhadap hak atas privasi, belrarti 

mlelmlbelrikan pelrlindungan pula telrhadap hak atas kelbelbasan belrbicara. Selbagai contoh, dalaml 

mlasyarakat yang delmlokratis, pelnting untuk mlelnjaga privasi dalaml komlunikasi di antara mlasyarakat, 

kelkhawatiran akan adanya pantauan telrhadap anggota mlasyarakat dari pihak-pihak yang tidak 

belrtanggung jawab akan mlelngakibatkan keltidakbelbasan dalaml belrpelndapat. Keladaan telrselbut dapat 

mlelngakibatkan idel-idel konstruktif dalaml kelhidupan delmlokrasi tidak dapat disuarakan. Artinya, hak 

atas privasi mlelnjamlin pelrlindungan dari ancamlan keltakutan untuk belrbuat atau tidak belrbuat selsuatu 

yang mlelrupakan hak asasi. 

Olelh karelna itu pelrlindungan data pribadi Saat ini Indonelsia juga tellah mlelmliliki Rancangan 

Undang-Undang Pelrlindungan Data Pribadi, delngan tujuan mlelnggabungkan pelraturan-pelraturan 

privasi atas data pribadi yang telrselbar mlelnjadi Undang-Undang telrselndiri delngan tujuan untuk 

mlelmlbelrikan batasan antara hak dan kelwajiban telrkait telntang pelrolelhan selrta pelmlanfaatan data 

pribadi.  

 

 

4. KELSIMLPULAN 

MLelnyimlpulkan bahwa dalaml praktik jual belli kartu pelrdana seltellah adanya Pelraturan MLelntelri 

Komlinfo Nomlor 27 Tahun 2024 belluml elfelktif karelna kurangnya sosialisasi selcara langsung telrkait 

pelraturan telrselbut, selhingga mlasih telrdapat 6 dari 11 pellaku usaha kontelr di MLarellan Raya Pasar 2 

Barat yang mlelnjual kartu pelrdana relgistrasi. MLelrelka mlelmlpelrolelh kartu pelrdana telrselbut mlellalui 

distributor lalu kelmludian mlelnjualnya kelpada konsumleln.Banyaknya mlasyarakat yang lelbih mlelmlilih 

mlelmlbelli kartu pelrdana siap pakai telrselbut dikarelnakan konsumleln mlelrasa lelbih dipelrmludah dan 
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praktis selrta delngan mlelmlbelli kartu pelrdana sudah relgistrasi hal itu lelbih mlelmlpelrsingkat waktu. Dalaml 

pelrspelktif hukuml positif mlelngelnai praktik jual belli telrselbut mlellanggar karelna produk yang 

dipelrjualbellikan ilelgal atau mlellawan hukuml. Belrdasarkan pelristiwa dari keljadian kasusnya di kontelr 

Selmlangat Celll telrselbut dapat disimlpulkan bahwa telrdapat mleltadata belrupa data pribadi yang dibelrikan 

untuk belrbagai kelpelntingan (pelrbankan, el-comlmlelrcel, dll.), diselrahkan selcara sukarella dan disimlpan 

sbagai data digital olelh pellaku usaha (atau siapapun yang mlelnelrimla dan mlelnyimlpan data pribadi, 

mleltadata relntan untuk disalahgunakan pelnelrimla-pelnyimlpan data atau dicuri (hack) pihak keltiga dan 

telrbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar Relgistrasi kartu prabayar 

dalaml pelrspelktif hak asasi mlanusia mlelmliliki kaitan yang sangat elrat.  

Selhingga, kelduanya mlelmliliki hubungan kausalitas.Kelbijakan yang belluml diakomlodasi mlellalui 

pelraturan yang lelbih mlelngikat belluml mlamlpu mlellindungi hak asasi seltiap individu di nelgelri ini 

telrhadap pelrlindungan data privasi mlellalaui kartu prabayar yang direlgistrasi.Delngan belgitu, 

mlasyarakat seldang mlelnghadapi situasi yang mlelngkhawatirkan atas oportunitas pelnyalahgunaan data 

pribadinya delngan mlellakukan relgistrasi mlelnggunakan KK dan KTP selbagai idelntitas pokoknya sellaku 

warga nelgara yang harus dijaga selcara keltat kelmlanan privasinya. 

 

 

UCAPAN TELRIMLA KASIH 

Telrimla kasih pelnelliti samlpaikan kelpada doseln pelmlbimlbing yang tellah mlelmlbelrikan banyak arahan 

dan mlelmlbelrikan bimlbingan delngan sabar agar karya tulis ilmliah ini bisa sellelsai telpat waktu. Sellain 

telrimlakasih pelnulis samlpaikan juga kelpada keldua orang tua yang sangat mlelnsupport pelnulis dalaml 

keladaan apapun. 
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